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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat
pedoman translasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan
tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi
Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah

berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai

berikut:
Arab Latin Arab Latin
[ A L th
- B L zh
& T ¢ ‘
< Ts ¢ gh
z J — f
c H 3 q
z Kh < k
2 D J |
3 Dz o m
D R O n
J Z g w
o S > h




Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti 4, 1, G (' , ,5). Bunyi
hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay”
dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’marb(tah dan

berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”,

sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.
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ABSTRAK

Syahnaz Bahmid, NIM 200202110083. 2024. Efektivitas Mediasi Dalam
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori
Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI,
M.Hum.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Disnakertrans

Mediasi merupakan salah satu bagian yang paling umum dan mudah
dalam usaha untuk penyelesaian perselisihan, tidak memakan banyak waktu dan
tidak memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Mediasi dapat dijadikan
sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai peran penting dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang dimaksud perselisihan selesai
terdapat dua pengertian, yaitu selesai dengan kesepakatan sehingga melahirkan
perjanjian bersama dan selesai dengan diberikannya anjuran. Namun di lapangan,
masih sedikit perselisihan yang selesai dengan perjanjian bersama dibandingkan
selesai dengan anjuran. Hal tersebut menandakan bahwa belum terbentuknya
kesepakatan bersama diantara para pihak yang berselisih. Permasalahan lain yang
muncul dalam mediasi adalah mengenai pengaturan mediasi yang masih tergolong
lemah, para pihak yang tidak kooperatif, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam
penyelesaian perselisinan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum,
dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam jalannya mediasi tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan
pendekatan secara konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara dengan mediator, pekerja, dan pengusaha, dan dokumentasi yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pengelolahan data diawali
dengan pemeriksaan data, Kkasifikasi, verifikasi, analisis, dan diakhiri dengan
kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas mediasi di Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur apabila dilihat berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto masih belum efektif, yaitu pada faktor masyarakat dan faktor
kebudayan. Bila dilihat dari indikator asas peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat dan biaya ringan, mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sudah
berjalan efektif. Faktor pendukung yang dapat mempermudah proses mediasi
adalah para pihak yang kooperatif, para pihak dapat mengatur egonya dan lebih
terbuka, dan mediator dapat menempatkan diri pada posisi netral. Sedangkan
faktor yang menghambat jalannya mediasi adalah karena tingginya ego kedua
belah pihak yang teguh terhadap pendapatnya, dalam melakukan mediasi, para
pihak yang datang adalah perwakilan, dan para pihak atau salah satu pihak tidak
menginginkan mediasi dari awal.
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ABSTRACT

Syahnaz Bahmid, Student ID 200202110083. 2024. Effectiveness of Mediation
in Resolving Industrial Relation Disputes from Legal Effectiveness Theory
Perspective (Case Study at East Java Province Manpower and
Transmigration Department). An Undergraduate Thesis, Department of Sharia
Economic Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University
Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Department of Manpower and
Transmigration

Mediation is one of the most common and easy parts of efforts to resolve
disputes, it does not take a lot of time and does not cost a lot of money. Mediation
can be used as an alternative dispute resolution which has an important role in
resolving industrial relations disputes. A dispute is resolved by two meanings, it is
resolved by agreement resulting in a joint agreement and it is resolved by the
provision of recommendations. However, according to facts on the ground, there
are still fewer disputes that are resolved by joint agreement compared to those
resolved by recommendations. This indicates that a joint agreement has not been
formed between the disputing parties. Other problems that arise in mediation are
mediation arrangements that are still relatively weak, parties who are not
cooperative, and so on.

This research aims to determine the effectiveness of mediation in resolving
industrial relation disputes at the East Java Province Manpower and
Transmigration Department from the perspective of legal effectiveness theory, and
what are the supporting and inhibiting factors during mediation. This research is
empirical juridical research using a conceptual approach. The data collection
method was carried out by interviews with mediators, workers and entrepreneurs,
and documentation related to the research problem. The data processing method
begins with data examination, classification, verification, analysis, and ends with
conclusions.

The results of the research show that the effectiveness of mediation at East
Java Province Manpower and Transmigration Department, based on Soerjono
Soekanto's Theory of Law Effectiveness, is still not effective, namely on society
factors and cultural factors. If seen from the basic indicators of justice being
carried out simply, quickly and at low cost, mediation at the East Java Province
Manpower and Transmigration Office has been effective. Supporting factors that
can make the mediation process easier are the parties being cooperative, the
parties being able to manage their egos and being more open, and the mediator
being able to place himself in a neutral position. Meanwhile, the factors that
hinder the progress of mediation are the high egos of both parties are firm in their
opinions, and in conducting mediation, the parties who come are representatives,
and both parties or one of both do not want the mediation since the begining.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap hubungan tidak akan selalu berjalan mulus, begitu pula
dengan hubungan industrial. Dalam hubungan industrial tidak akan selalu
berjalan mulus. Ada saja gesekan yang dapat menimbulkan perselisihan
hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat dipicu oleh
berbagai sebab, seperti perbedaan pendapat, adanya hak yang tak teralisasikan,

maupun pemicu-pemicu lainnya.t

Perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha terbagi menjadi
4 jenis, yaitu perselisihan mengenai hak, perselisihan mengenai kepentingan
tertentu, perselisihan karena terjadinya pemutusan kerja, dan perselisihan yang
terjadi antara serikat pekerja yang masih dalam satu perusahaan. Perselisihan-
perselisihan tersebut tentunya akan mempengaruhi produksi dan apabila lebih
besar lagi dapat mempengaruhi jalannya sistem perekonomian bangsa.
Perselisihan sangat merugikan kedua belah pihak, baik pekerja maupun

pengusaha.?

! Soerjono Soekanto, Georg Simmel: Beberapa Teori Sosiologis (Jakarta: Rajawali, 1986), 30—33.
2 Ellyna Putri Nugraha, “Hubungan Industrial Dalam Aksi Mogok Kerja Oleh Serikat Pekerja Di
PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company,” Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1
(29 Juni 2021): 116, https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.6991.



Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara pekerja dengan
pengusaha terdapat 2 cara penyelesaian,® yaitu penyelesaian sengketa melalui
pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian
sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara yang paling umum
yang dapat diambil para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
Namun sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para pihak yang
mengalami perselisihan, diharuskan untuk melakukan musyawarah terlebih
dahulu untuk mencapai kesepakatan para pihak atau biasa disebut dengan
perundingan bipartit.* Apabila tidak ditemui kesepakatan oleh para pihak
dalam musyawarah tersebut, dan salah satu pihak merasa haknya masih
dirugikan, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun
penyelesaian perselisinan melalui pengadilan memiliki beberapa kekurangan.
Seperti pengadilan yang dianggap mempunyai beban yang terlalu banyak,
yang mengakibatkan penyelesaian perselisihan tergolong berjalan lambat
sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya,
membutuhkan biaya persidangan yang tidak sedikit, dan lain sebagainya.’
Maka para pihak yang berselisin dapat memilih penyelesaian sengketa melalui

jalur di luar pengadilan.

3 Agus Mulya Karsona, Hazar Kusmayanti, Dan Anita Afriana, “Peranan Disnakertrans Dalam
Melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Di Masa Pandem,” Adhaper: Jurnal Hukum
Acara Perdata 8, No. 1 (19 Februari 2022): 3, Https://D0i.Org/10.36913/Jhaper.V8il.167.

4 Faisal Hernanda Putra Dan Purwono Sungkowo Raharjo, “Mediasi Hubungan Industrial Oleh
Mediator Dinas Koperasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali,” Jurnal Komunikasi Hukum
(Jkh) 8, No. 2 (2 Agustus 2022): 141, Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V8i2.47860.

5 “Peranan Disnakertrans Dalam Melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial Di Masa
Pandem | Karsona | Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata,” 5, Diakses 5 Oktober 2023,
Https://Jhaper.Org/Index.Php/Jhaper/Article/View/167.



Dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa para pihak
yang mengalami sengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui
alternatif penyelesaian sengketa, yang mana prosedur yang digunakan adalah
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dapat dilakukan melalui
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mediasi
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pihak untuk

melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021
menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Jawa Timur merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi di tingkat provinsi. Salah satu bidang di
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur adalah Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial yang disebutkan dalam Pasal 11 bahwa salah satu tugasnya
adalah untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
terjadi di antara pengusaha dan pekerja maupun serikat pekerja melalui

mediasi.

Mediasi merupakan salah satu bagian yang paling umum dan mudah
dalam usaha untuk penyelesaian perselisihan, karena tidak memakan banyak

waktu dan tidak memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Mediasi



dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai

peran penting dalam penyelesaian perselisinan hubungan industrial .®

Menggunakan mediasi sebagai cara penyelesaian perselisihan hubungan

industrial memiliki banyak keuntungan, yaitu:’

1. Berlangsungnya mediasi berjalan dengan cepat.

2. Dalam melakukan mediasi, semua yang telah diucapkan para pihak,
baik pihak pekerja maupun pengusaha bersifat rahasia, sehingga dapat
dijaga kerahasiaannya.

3. Biaya yang dikeluarkan sedikit. Dalam melangsungkan mediasi, para
pihak tidak diwajibkan untuk memakai pengacara, dan dapat
melakukannya secara pribadi.

4. Bersifat win-win solution. Mediasi merupakan cara penyelesaian

perselisihan yang memenangkan kedua belah pihak.

Tabel I.
Perselisihan yang telah Diselesaikan di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023
Perselisihan Hubungan | Perselisihan Selesai | Perjanjian
Industrial menghasilkan Selesai dengan
Perselisihan | Perselisihan Perjanjian  Bersama | DIberi Anjuran
Hak Pemutusan (PB)
Hubungan Kerja

31 Kasus 29 Kasus 11 Kasus 49 Kasus

Sumber: Bidang HI Disnakertrans Provinsi Jawa Timur

® Ahmad Julkipli Dan Imam Budi Santoso, “Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi” 5 (T.T.): 259.

" Achmad Alli, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: Badan Penerbit
IBLAM, 2004), 24-25.




Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa kasus selesai
dengan diberikan anjuran lebih banyak dibandingkan dengan kasus selesai
dengan kesepakatan sehingga melahirkan perjanjian bersama. Hal tersebut
menandakan bahwa perselisihan yang terjadi belum menemukan kesepakatan
dan dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut tentunya
akan menambah panjang proses penyelesaian perselisinan dan semakin jauh
dari terpenuhinya asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

biaya ringan.®

Selain itu, dalam pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan dengan mulus,
ada saja hambatannya. Mulai dari para pihak yang tidak kooperatif, para pihak
yang melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan

perwakilan dan bukan para pihaknya langsung, dan lain sebagainya. °

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan
menulis dan mengkaji lebih mendalam mengenai “Efektivitas Mediasi
Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori
Efektivitas (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Timur).

8

“Https://Disnakertrans.Sanggau.Go.ld/Mediasi-Dalam-Penyelesaian-Perselisihan-Hubungan-

Industrial/,” T.T.
® Suherman Toha, “Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial,” T.T., 97.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan untuk dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian
perselisinan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ditinjau dari perspektif teori
efektivitas hukum.

2. Untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat
mediasi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:



1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan
atau gambaran tambahan dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang
ketenagakerjaan atau perburuhan terkhususnya lagi dalam bidang
hubungan industrial. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
referensi mengenai peran mediator dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini
juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran yang dapat
dijadikan sebagai bahan penelitian yang akan dilaksanakan di masa yang

akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan referensi
bagi pekerja apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Bagi
pengusaha diharapkan dapat memperbaiki hubungan kerja dengan pekerja
agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, produktif, dan
sejahtera. Dan bagi Disnakertrans Provinsi Jawa Timur khususnya dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan mengenai penyelesaian

perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.



E. Definisi Oprasional

1. Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata
efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya,
manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga
didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang
ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari
suatu usaha atau tindakan.°

2. Mediasi

Di sebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa mediasi
adalah mediasi adalah penyelesaian perselisinan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihnan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian berasal dari kata
selesai yang dapat diartikan sebagai proses atau cara menyelesaikan
(berakhir).!! Penyelesaian perselisihnan hubungan industrial adalah cara
menyelesaikan  atau  mengakhirkan  perbedaan  pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989).
11 Depdikbud, 801.



dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisinan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan Kkerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh dalam satu perusahaan.'?
4. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum merupakan patokan mengenai sikap tindak
atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah
metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang
dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak
atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah
induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang
diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan

tertentu. 3
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa
Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang tenaga
kerja dan transmigrasi, yang memiliki tugas untuk membantu Gubernur

dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan

2 pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

13 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia (Jakarta: Universitas Indoneisa, 1976), 45.
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pemerintah provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas

pembantuan.4
F. Sistematika Penulisan

Pada bab pertama, akan menguraikan mengenai beberapa sub bab yang
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, akan menguraikan mengenai penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menjamin keorisinilan
penelitian dan kerangka teori yang merupakan alat analisis dalam

penelitian ini.

Pada bab ketiga, akan menguraikan mengenai metode penelitian yang
digunakann dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah menggunakan
metode penelitian yuridis empiris yang di dalamnya akan menguraikan
mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis atau

pengelolahan data.

Pada bab keempat, akan menguraikan mengenai hasil dan pembahasan
dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada bab ini akan menjelaskan
mengenai analisis data baik primer maupun sekunder untuk menjawab

rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

14 Pasal 2 Dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Jerja Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
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Pada bab kelima, akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran
dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada kesimpulan akan membahas
mengenai inti jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Dan saran merupakan masukan atau usulan bagi para pihak
yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dan memiliki kewenangan

terhadap penelitian ini.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang berbentuk
jurnal atau sekripsi yang digunakan penulis sebagai referensi dan pembanding
agar adanya kebaruan serta untuk mencegah adanya plagiarism. Penelitian-
penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma. L, dan Hadi
Adha, tahun 2022, berjudul Efektivitas Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Secara Mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Penelitian ini membahas mengenai efektivita penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Lombok
Barat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa mediasi
telah berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dalam dua tahun
terakhir terdapat dua puluh empat perselisinan, dan tiga belas
diantaranya berhasil melakukan perjanjian bersama, enam perselisihan
selesai dengan anjuran, dan lima sisanya masih dalam proses. Faktor
yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi adalah faktor hukum dan sikap mental

mediator. Hambatan yang ditemui adalah adanya keterlambatan dari

12



13

pihak yang berselisih, dan juga pihak yang berselisih seringkali
diwakilkan.®

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama
membahas mengenai efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah tempat
dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga
Kerja Lombok Barat, sedangkan penulis dilakukan di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pembeda
penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada penelitian penulis
membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat
jalannya mediasi sedangkan penelitian ini tidak.

2. Penelitian oleh Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti,
dan Reda Prastyo, tahun 2018, berjudul Efektivitas Mediasi
Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan
Kerja (Studi Pada CV. Anugrah Jaya Kab. Bangkalan).

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptif analitis.
Penelitian ini  membahas mengenai penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang terjadi antara Ika Oktaviani dengan CV.
Anugrah Jaya. Permasalahan dalam perselisihan tersebut adalah
mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan adanya
penggelapan yang dilakukan oleh Ika Oktaviani. Proses mediasi

berjalan efektif dan menghasilkan kata sepakat sehingga melahirkan

15 Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, Dan Lalu Hadi Adha, “Efektivitas Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi,” Unizar Law Review 5, No. 2 (26 November
2022), Https://D0oi.Org/10.36679/Ulr.\V5i2.7.
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perjanjian bersama. Faktor yang menjadi pendorong efektifitas dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi adalah
adanya itikad baik dari para pihak yang berselisih.®

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama
membahas mengenai efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah tempat
dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, sedangkan penulis
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Timur.

3. Penelitian oleh Dwi Atmoko, tahun 2020, berjudul Efektivitas
Peran Hubungan Industrial Pada Perusahaan Go Public Ditinjau
Dari UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Penelitian ini membahas
mengenai hubungan industrial memiliki peranan yang cukup vital
dalam mengatasi berbagai perselisihan, termasuk juga perusahaan go
public. Penyelesaian perselisihan secara efektif dapat dilakukan
dengan cara pengaturan sistem perusahaan yang baik, yaitu dalam hal
mengenai strategi pengaturannya yang dapat memanajemen asset dan
sumber daya dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan adalah

dengan cara penggabungan, peleburan, pengambil alihan, ataupun

16 Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, Dan Reda Prastyo, “Efektivitas Mediasi
Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Cv. Anugrah
Jaya Kab. Bangkalan),” Competence : Journal Of Management Studies 12, No. 2 (2018),
Https://D0i.Org/10.21107/Kompetensi.V12i2.4955.
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pemisahan. Peran perlindungan tenaga kerja dalam ranah hubungan
industrial dapat dilaksanakan dengan adanya serikat pekerja.*’

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama
membahas mengenai efektivitas. Sedangkan perbedaannya adalah
dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas peran hubungan
industrial pada perusahaan go public, sedangkan penulis membahas
mengenai efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui mediasi.

4. Penelitian oleh Margareta Dany Ekawati dan Rahayu Subekti,
tahun 2023, berjudul Efektivitas Mediasi Terhadap Perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga
Kerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat
penelitian deskriptif dan analitis. Penelitian ini membahas mengenai
efektivitas mediasi terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja di
Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.
Pelaksanaan mediasi tersebut belum berjalan dengan efektif secara
sempurna. Hal tersebut dipengaruhi karena masih kurang dalam
pengimplementasian faktor hukum dan faktor kebudayaan. Selain itu,
para pihak masih mengalami kendala untuk menyelesaikan mediasi
dengan tenang. Dalam hal pelaksanaan mediasi, mediator masih

menemui hambatan, seperti para pihak yang masih keras kepala dan

1" Dwi Atmoko, “Efektivitas Peran Hubungan Industrial Pada Perusahaan Go Public Ditinjau Dari
Uu Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Jurnal Hukum Sasana 6, No. 2 (14
Desember 2020), Https://Doi.Org/10.31599/Sasana.V6i2.387.
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tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga
mengalami kendala untuk mencapai kesepakatan, para pihak kurang
kooperatif dalam proses penyelesaian perselisihan sehinggga
memperpanjang waktu, serta adanya pandemi Covid-19 sehingga
menyebabkan adanya penundaan mediasi.*®

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama
membahas mengenai efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah tempat
dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, sedangkan
penulis dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur.

5. Penelitian oleh Jazilatul Khoiriyah, tahun 2023, berjudul
Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Pemutusan Hubungan Kerja) Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi
Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis empiris
dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini
membahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang dilakukan melalui mediasi dan membahas mengenai

proses mediasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19 di disnaker

18 Margareta Dany Ekawati, “Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Karena
Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Mediator Pada Kantor Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sukoharjo,” 2023, Https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/106773/Efektivitas-
Penyelesaian-Perselisihan-Hubungan-Industrial-Karena-Pemutusan-Hubungan-Kerja-Oleh-
Mediator-Pada-Kantor-Perindustrian-Dan-Tenaga-Kerja-Kabupaten-Sukoharjo.
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Kabupaten Gresik serta kebijakan yang dilakukan disnaker Kabupaten
Gresik dalam menurunkan angka perselisinan hubungan industrial,
yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
perusahaan-perusahaan di lingkungan wilayah kerja tersebut.®

Persamaan penelitian ini dengan dengan penulis adalah sama-sama
meneliti mengenai penyelesaian perselisinan hubungan industrial
melalui mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini
dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, sedangkan penulis
meneliti mengenai efektivitas penyelesaian perselisinan hubungan
industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Timur.

Tabel I1I.

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1. | Zaeni Asyhadie, Rahmawati | Sama-sama Tempat  dilakukannya
Kusuma, L. Hadi Adha, | membahas penelitian berbeda.
dengan judul Efektivitas | mengenai Penelitian terdahulu
Penyelesaian  Perselisihan | efektivitas dilakukan  di  Dinas
Hubungan Industrial Secara | penyelesaian Tenaga Kerja Lombok
Mediasi, Jurnal Unizar Law | perselisihan Barat, sedangkan penulis
Review, Vol. 5, No. 2, Tahun | hubungan dilakukan  di  Dinas
2022. industrial Tenaga  Kerja  dan
melalui Transmigrasi ~ Provinsi
mediasi. Jawa Timur. Selain itu,
pembeda penelitian
penulis dengan
penelitian  ini  adalah
pada penelitian penulis
membahas mengenai
faktor pendukung dan

19 Jazilatul Khoiriyah, “Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan
Hubungan Kerja) Pada Masa,” 2023.
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faktor penghambat
jalannya mediasi
sedangkan penelitian ini
tidak.

Ana  Sokhifatul ~ Mufida, | Sama-sama Tempat  dilakukannya
Meike Rizki Damayanti, Reda | membahas penelitian berbeda.
Prastyo, dengan judul | mengenai Penelitian terdahulu
Efektivitas Mediasi Sebagai | efektivitas dilakukan ~ di  Dinas
Upaya Penyelesaian | penyelesaian Perindustrian dan
Perselisihan Pemutusan | perselisihan Tenaga Kerja
Hubungan Kerja (Studi | hubungan Bangkalan, sedangkan
Pada CV. Anugrah Jaya | industrial penulis  dilakukan di
Kab. Bangkalan), Jurnal | melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Competence, Vol. 12, No. 2, | mediasi. Transmigrasi ~ Provinsi
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Tenaga Kerja Kabupaten | melalui perselisihan  hubungan
Gresik”, Skripsi  Fakultas | mediasi. industrial  di  Dinas
Syariah, Universitas Islam Tenaga  Kerja  dan
Negeri Maulana Malik Transmigrasi ~ Provinsi
Ibrahim  Malang, Malang, Jawa Timur.

Tahun 2023.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan
dalam suatu penelitian.?® Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori mediasi, dan teori
hubungan industrial. Penggunaan ketiga teori tersebut merupakan sebagai
landayan yang relevan dalam penelitian mengenai efektivitas mediasi di
disnaker. Teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam
menganalisis berbagai aspek terkait dengan efektivitas mediasi, baik dari segi

hukum maupun dari segi pengimplementasiannya di disnaker.

1. Teori Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa efektivitas hukum dapat
diukur dari 5 faktor sebagai tolak ukurnya. Faktor-faktor tersebut adalah:
a. Faktor Hukum
Faktor hukum dalam hal ini merupakan peraturannya, yaitu
undang-undang. Undang-undang secara materiel dapat diartikan
sebagai suatu peraturan yang berbentuk tertulis yang diberlakukan
secara umum dan digagas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah yang mempunyai wewenang yang sah. Undang-undang ini

20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 79.
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mencakup peraturan pusat yang sifatnya umum dan diberlakukan
untuk seluruh warga negara atau golongan tertentu atau berlaku di
sebagian wilayah negara. Undang-undang ini juga mencakup peraturan
setempat yang sifatnya lebih khusus karena hanya berlaku di suatu
tempat atau wilayah saja.?
b. Faktor Penegak Hukum
Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-
bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang
mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum
secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian
mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum,
sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari
kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil
lembaga permasyarakatan. Ada tiga elemen penting mempengaruhi
mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara
lain:
1. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan
prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk

mengenai kesejahteraan aparatnya;

2L Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum (Jakarta: Pt.
Rajagrafindo Persada, 1983), 11.
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Dan perangkat peraturan yang mendukung baik Kinerja
kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang
dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum

acaranya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas

yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan

istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas

elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara

jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk

kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun

elemen-elemen tersebut adalah:?

1.

2.

Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu

ditingkatkan lagi fungsinya.

22 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), 82.
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d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam
masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu
mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada
kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah
dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah
yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-
lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.
Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara
perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum

bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.?®
e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor
masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya
diketengahkan. Masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab
sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan),
maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur
mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya,

menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara

23 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, 45.
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lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan

seterusnya.?*

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak
langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara
untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan
direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social
planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan
masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga
dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan
dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan
salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.
Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu,

melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.?

Selain menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,
penulis menggunakan indikator lain untuk mengukur efektifitas
hukum, yaitu menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Asas tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini bersumber dari fakta di
lapangan yang menyebutkan bahwa dalam proses penyelesaian

perselisinan dimana para pihak mencari keadilan. Para pihak

24 Soekanto, 59.
25 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta, 1982), 115.
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mengharapkan proses tersebut akan dapat dilakukan secara sederhana,
berjalan secara cepat, dan tidak memakan banyak biaya. Namun dalam
praktiknya, Masyarakat, terutama para pihak yang terlibat merasa

proses penyelesaian perselisihan tersebut masih kurang efektif,

Melakukan penyelesaian perselisinan secara sederhana dapat
diartikan bahwa dalam proses penyelesaian tersebut dilakukan secara
mudah, tidak berbelit-belit, dan mudah untuk dipahami oleh para pihak
yang berselisih. Proses penyelesaian yang sudah sederhana jangan
dipersulit oleh hakim maupun pihak yang berkepentingan lainnya
hanya karena alasan pribadi sehingga membuat pemerikasaan mundur

dan menjadi rumit.2®

Penyelesaian perselisinan secara cepat dapat diartikan bahwa
hakim dalam melakukan pemerikasaan perkara harus dilakukan
dengan cepat, maksudnya apabila bukti-bukti dan saksi-saksi sudah
terkumpul dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat untuk
segera memberikan keputusan, jangan memperpanjang waktu dan

mengulur-ulur kesempatan.?’

Penyelesaian perselisinan dapat dilakukan dengan biaya ringan
dapat diartikan bahwa dalam melakukan proses penyelesaian
perselisihan para pihak yang mencari keadilan mempunyai kesempatan

yang sama tanpa pengecualian. Biaya ringan dapat diartikan bahwa

% M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 71.
27 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24.
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biaya yang diperlukan merupakan biaya yang dibutuhkan secara nyata
untuk proses penyelesaian perselisihan. Biaya yang dikeluarkan

tersebut harus jelas dan transparan.®

2. Teori Mediasi

Secara etimologis, kata mediasi berasal dari bahasa Latin mediare,
yang berarti "di antara”. " Makna ini mengacu pada peran yang
dimainkan oleh pihak ketiga sebagai penengah dalam menjalankan
fungsinya untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara
para pihak. Menjadi penengah juga berarti bahwa seorang mediator
harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan
sengketa. Mediator harus dapat secara adil dan setara mewakili
kepentingan para pihak yang bersengketa untuk meningkatkan
kepercayaan mereka.?®

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata "mediasi"”
sebagai proses yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam
penyelesaian sengketa. Definisi ini mencakup tiga elemen penting.
Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dan sengketa
antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam
penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak selain para pihak yang

bersengketa. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian

28 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Malang: UMM Press, 2005), 53.

2 Syahrizal, Agustina Arida, Dan Luthfi Aunie, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah,
Hukum Adat & Hukum Nasional, Cet. 1 (Jakarta: Kerja Sama Canadian International Development
Agency ... [Et AlL], 2009), 1-2.
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sengketa bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan
untuk mengambil keputusan.*

Secara etimologis, mediasi menekankan pada kehadiran pihak
ketiga yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisin dan
menyelesaikan perselisihan. Mediator bertindak sebagai perantara
yang netral di antara para pihak yang bersengketa dan berusaha
mencapai serangkaian kesepakatan untuk mencapai hasil yang

memuaskan para pihak yang bersengketa.®

Laurence Bolle menyebutkan bahwa “mediation is a decision-
making process in which the parties are assisted by a mediator; the
mediator attempt to improve the process of decision making and to
assist the parties the reach an out come to which of them can assent.
Menurut Laurence Belle, Mediasi adalah proses pengambilan
keputusan di mana para pihak dibantu oleh seorang mediator; mediator
berusaha memperbaiki proses pengambilan keputusan dan membantu

para pihak untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh para pihak.

Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memberikan definisi mediasi
sebagai “the process by which the participants, together with the
assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order

to develop options, consider alternative, and reach consensual

30 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988), 569.

31 Syahrizal, Arida, Dan Aunie, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum
Nasional, 3.

32 Laurence Bolle, Mediaton: Principles, Process, And Practice (New York, 1996), 1.
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settlement that will accommodate their needs.®® J. Folberg dan A.
Taylor mendefinisikan mediasi sebagai proses di mana para peserta,
bersama dengan bantuan pihak netral, secara sistematis mengisolasi
perselisihan untuk mengembangkan pilihan-pilihan,
mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensus

yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.

Mengenai mediator dan tata cara kerja mediasi diatur secara
tersendiri di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.

Bila dipandang dari sudut pandang hukum Islam, dalam Islam
selalu menekankan pada perdamaian apabila terjadi perselisihan.
Dalam Islam, mediasi dapat disamakan dengan tahkim. Tahkim secara
Bahasa berasal dari kata hukum yang mempunyai pengertian hukum.
Tahkim dapat diartikan sebagai membuat seseorang menjadi juru
hukum atau dapat disebut sebabgai hakam.3* Sedangkan secara istilah,
tahkim dapat didefinisikan sebagai masuknya orang ketiga dalam
sebuah perselisihan, yang mana orang ketiga tersebut merupakan
seseorang yang mereka ridhoi untuk membantu menyelesaikan

perselisihan mereka.®

33 ] Folberg Dan A Taylor, Mediation: A Comprehensive Guide To Resolving Conflict Without
Litigation (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 7.

3 Al-Allamah Ibnu Mandzhur, Lisan Al-Arab, vol. Jilid 1l (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 541.

3 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 186.



28

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa tahkim merupakan
pelimpahan keputusan hukum yang diberikan oleh para pihak yang
memiliki perselisihan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan
perselisinan yang terjadi pada para pihak yang sesuai dan tidak
menyimpang dari hukum syara’.3® Menurut Majallah al-Ahkam al-
Adliyyah, mendefinisikan tahkim sebagai penunjukan seseorang (pihak
ketiga) sebagai jutu hukum yang dilakukan oleh para pihak yang
memiliki persellisihan dengan rasa suka rela untuk menyelesaikan
perselisinannya. Juru hukum tersebut bernama hakam atau

muhakkam.®’

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan
oleh para ahli hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa
tahkim merupakan suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang tidak
melalui peradilan dengan memasukan seorang hakam.*® Apabila
disamakan dengan proses mediasi, tahkim memiliki kesamaan yang
sangat besar yaitu sama-sama dipimpin oleh seorang mediator atau
hakam, dan sama-sama penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
Perbedaannya hanya terdapat pada tahkim menggunakan hukum syara’
sedangkan mediasi menggunakan hukum positif yang berlaku di

Indonesia.

3 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 365.
37 Al-Majallah al-¢Adliyah Pasal 1790
38 Muhammed Al-Babaruti, al-Inayah Syarh al-Hidayah, vol. Juz X, t.t., 295.
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Dasar hukum tahkim terdapat dalam beberapa ayat di Al-
Qur’an, seperti dalam QS. An-Nisa ayat 35, yang artinya “Dan jika
kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

(QS. An-Nisé ayat 35).

Selain itu terdapat juga dalam QS. Al-Hujarat ayat 9 dan ayat 10

dan hadis-hadis lainnya.

. Teori Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
memberikan definisi mengenai hubungan industrial yang tercantum
dalam Pasal 1 angka 16 bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terjadi antara pengusaha, pekerja/ buruh, dan unsur
pemerintah, dalam proses produksi barang dan/ atau jasa, yang
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fossum mendeskripsikan hubungan industrial sebagai “Labor
relations is the set of processes and activities that unions and
employers develop and use to clarify, manage, reduce, and resolve
conflicts between employ ees and their representatives while

accommodating the various goals of each Federal and state laws and
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regulations define and shape the rights and responsi bilities of
employers and unions in the conduct of employee representation and
collective bargaining. These laws and regulations are ultimately the

product of the culture and experiences of the society to which they

apply .

Apabila diterjemahkan secara bebas maka hubungan industrial
dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan aktivitas yang
dikembangkan dan digunakan oleh serikat pekerja dan pemberi kerja
untuk memperjelas, mengelola, mengurangi, dan menyelesaikan
konflik antara pekerja dan perwakilan mereka sambil mengakomodasi
berbagai tujuan dari setiap undang-undang dan peraturan federal dan
negara bagian yang mendefinisikan dan membentuk hak-hak serta
tanggung jawab pemberi kerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan
representasi karyawan dan perundingan bersama. Undang-undang dan
peraturan ini pada akhirnya merupakan produk dari budaya dan
pengalaman masyarakat di mana undang-undang dan peraturan

tersebut berlaku.

Dalam pembahasan mengenai hubungan industrial, maka tidak
akan terlepas dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam
hubungan tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah pekerja, pengusaha,

dan organisasi mereka yaitu organisasi buruh atau pekerja yang disebut

39 John A. Fossum, Labor Relations: Development, Structure, Process, 9th Ed (Boston: Mcgraw-
Hill, 2006), 1.
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dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang disebut

APINDO.%

a. Pekerja (Buruh/ Labour)

Secara umum, pekerja dapat didefinisikan sebagai
seseorang yang bekerja untuk orang lain yang kemudian
menerima upah untuk melakukan pekerjaan di dalam sebuah
perusahaan. Saat ini, istilah pekerja sudah jarang digunakan
dan digantikan dengan istilah karyawan. Istilah pekerja sangat
luas dan mencakup semua orang yang bekerja baik di dalam

maupun di luar hubungan kerja. 4

. Pengusaha

Mengenai pengusaha telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka
5 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan
bahwa pengusaha dapat berupa individu, kelompok, ataupun
badan hukum yang menjalankan perusahaan, baik perusahaan
tersebut miliknya pribadi maupun perusahaan yang bukan
miliknya pribadi, maupun yang mewakili perusahaan yang
memiliki kedudukan di luar wilayah Indonesia. Secara umum,
pengusaha dapat diartikan sebagai individu, kelompok, ataupun

badan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan balasan

40 John Suprihanto, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta,

2002), 29.

41 John Suprihanto, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta,

2002), 29.
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memberi upah atau imbalan kepada pekerja yang telah
melaksanakan tugasnya.*?

Serikat Pekerja

Serikat pekerja merupakan suatu organisasi yang didirikan
dari, oleh, dan untuk pekerja, yang memiliki sifat bebas,
demokratis, mandiri, terbuka, dan dapat memperjuangkan
pekerja dalam hal melindungi kepentingan dan haknya, serta
tujuan utamanya adalah agar dapat meningkatka kesejahteraan

bagi pekerja itu sendiri dan keluarganya.*®

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

APINDO merupakan organisasi dari para pengusaha yang
memiliki tujuan untuk dapat lebih dekat untuk mewujudkan
kesejahteraan social dalam bidang usaha, yang dibarengi
dengan kerjasama yang bai dengan pengusaha, pekerja, dan
pemerintah. APINDO berbentuk badan hukum yang memiliki
sifat demokratis yang berkecimpung dalam bidang hubungan

industrial.**

42 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika,

2009), 39.
4 Wijayanti, 86-87.

4 Suprihanto, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar, 31-32.



BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penelitian hukum berisi mengenai
uraian tentang tata cara dari suatu penelitian hukum tersebut harus
dilakukan.*®

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan
dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*®
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penulis ingin
meneliti hukum dan berjalannya di masyarakat terkait mediasi apakah
mediasi dapat berjalan efektif atau tidak dalam mengatasi perselisihan
hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Jawa Timur.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (conceptual
approach). Pendekatan konsep merupakan pendekatan melalui unsur-
unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang

studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang

4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 17.
46 Ali, Metode Penelitian Hukum, 30.
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diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.*’ Konsep yang digunakan
adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum
Soerjono Soekanto dijadikan sebagai tolak ukur mengenai mediasi yang

dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigraasi Provinsi Jawa Timur.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat di mana situasi
social tersebut akan diteliti.*® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
lokasi pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, yang
merupakan salah satu bidang yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang memiliki Alamat di JI. Dukuh
Menanggal No.124-126, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60234.
D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penyususnan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

peneliti.*® Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa data yang

47 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), 308.

48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 399.

49 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cet. 2 (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2016),
86.
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diperoleh dari hasil wawancara, observasi yang diperoleh dari
mediator dan para pihak (pekerja dan pengusaha) yang menjalani
mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,
disertasi, dan peraturan perundang-undangan Yyang memiliki

keterkaitan dengan penelitian.*

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Upaya yang dilakukan untuk

mendapatkan data, dan juga merupakan tata cara yang umum dalam
melakukan sebuah penelitian agar lebih tertata secara sistematik.>!

1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian secara
mendalam mengenai permasalahan yang ditentukan dalam penelitian
yang selanjutnya hasil data tersebut akan dijadikan sebagai data
primer.>> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara
terstruktur yang mana sebelum melakukan wawancara sudah
dipersiapkan mengenai daftar pertanyaan yang akan ditanyakan.>

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung

50 Nasution, 86.
5! Nasution, 166.
52 Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

86-87.

%3 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 96.



36

dengan mediator dan para pihak (pekerja dan pengusaha) yang
menjalani mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat
berupa data tertulis maupun gambar. Data tertulis atau gambar yang
memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian berbentuk dokumen
resmi, buku, jurnal, arsip, dikumen pribadi, maupun foto yang
memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.>*
F. Metode Pengelolahan Data

Metode pengelolahan data merupakan upaya yang dilakukan dalam

mengelola data yang sudah didapat sebelumnya.>® Metode yang digunakan

dalam pengelolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:®

1. Pemerikasaan data
Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi guna pembuktian kebenaran data yang dapat dipertanggung
jawabkan nantinya.

2. Kilasifikasi
Memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, T.T., 23.
%5 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, 72.
% Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, 66.
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3. Verifikasi
Verifikasi adalah upaya melakukan pemeriksaan kembali data yang
sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna
memperoleh keabsahan data.

4. Analisis
Analisis adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara
sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5. Kesimpulan
Peneliti mempersempit pernyataan di atas dengan memaparkan materi
dalam kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan
mengesankan untuk memudahkan pembaca memahami dan

menginterpretasikan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Timur Ditinjau dari Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau biasa disingkat menjadi
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk membantu gubernur
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang merupakan kewenangan
pemerintah provinsi pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas
pembantuan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun
2021, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur mempunyai lima tugas utama, yaitu
dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan
transmigrasi, penerapan kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan
transmigrasi, melakukan evaluasi dan pelaporan yang memiliki keterkaitan
dengan tenaga kerja dan transmigrasi, melakukan administrasi dinas yang
memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja dan transmigrasi, dan melaksanakan
fungsi lain yang diserahkan gubernur yang memiliki keterkaitan dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 3 Pergub Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki susunan yang
terdiri atas Sekertariat, Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Bidang

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial
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dan Jaminan Sosial, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, Bidang Transmigrasi, UPT atau Unit Pelaksana Teknis

Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur merupakan instransi yang bertanggung
jawab terhadap ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Jawa Timur.
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur di dalamnya terdapat beberapa bidang,
salah satunya adalah bidang Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosia mempunyai mempunyai tugas
merumuskan dan melakukan program kegiatan, melakukan penetapan
pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melangsungkan
fasilitasi hubungan industrial dan pengembangan kelembagaan, serta
mengembangkan sistem hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan,
jaminan sosial kesejahteraan pekerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Permenaker Nomor 17 Tahun
2014, bahwa mediator yang bertempat di Dinas Provinsi, memiliki
kewenangan untuk melaksanakan mediasi terhadap perselisihan hubungan
industrial yang terjadi di lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu
provinsi, ataupun melaksanakan mediasi terhadap perselisihan yang terjadi
antara pekerja dengan pengusaha yang merupakan pelimpahan dari

Kementrian atau Dinas Kabupaten atau Kota.

“Perselisihan yang ditangani provinsi misalnya dalam satu prusahaan

mempunyai beberapa cabang di beberapa kabupaten/ kota dalam satu
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provinsi. Terjadi permasalahan (yang sama) diberbagai wilayah

cabangnya maka masuk kewenangan provinsi”.>’

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur mengangani perselisihan hubungan
industrial yang terjadi di beberapa kota atau kabupaten yang masi termasuk
dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Namun dalam mengajukan surat
pengaduan, terkadang pihak baik pekerja maupun pengusaha masih bingung
untuk mengajukannya ke Dinas Kabupaten atau Kota atau Dinas Provinsi.
Namun di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sendiri selalu menerima semua
surat pengaduan yang telah diajukan. Selama Disnakertrans Provinsi Jawa
Timur masih bisa menyelesaikannya. Namun apabila sudah dilakukan
penyelesaian namun tak kunjung mendapatkan kesepakatan, maka akan

dikembalikan wewenangnya ke Dinas Kabupaten atau Kota.

Perselisihan hubungan indusrtrial merupakan terjadinya perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja atau gabungan pekerja. Pada Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perselisihan hubungan
indusrtrial terbagi menjadi empat jenis, yaitu perselisinan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar

serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak merupakan perselisinan yang diakibatkan karena tidak
terpenuhinya hak, yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pandangan

terhadap perjanjian kerja maupun peraturan yang berlaku. Perselisihan

5" Endang Purwati, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
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kepentingan merupakan perselisihan yang diakibatkan karena tidak
tercapainya kesamaan pemikiran mengenai pembentukan atau perubahan yang
terdapat di dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan ataupun
perjanjian kerja bersama. Perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan
perselisinan yang diakibatkan kerena tidak tercapainya kesamaan pendapat
mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Perselisihan antar serikat pekerja merupakan perselisihan yang diakibatkan
karena tidak adanya Kkesesuaian pemahaman mengenai keanggotaan,

pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan bahwa
dalam hal terjadinya perselisinan hubungan industrial, hal pertama yang harus
dilakukan adalah dengan melakukan perundingan bipartit. Perundingan
bipartit merupakan perundingan yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha
untuk memusyawarahkan permasalahannya secara mufakat.°® Disebutkan
pada Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31
Tahun 2008, bahwa penyelesaian secara bipartit dapat dianggap selesai dan
para pihak sudah mendapat kesepakatan walaupun kurang dari 30 hari. Dan
apabila proses bipartite sudah menyentuh 30 hari, maka perundingan bipartite
tetap dapat dilanjutkan apabila para pihak bersepakat. Namun apabila dalam
jangka waktu tersebut para pihak belum mencapai kesepakatan, maka

perundingan bipartit dianggap gagal.

%8 Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 185.
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Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu pihak atau kedua
belah pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang memiliki
kewenangan pada bidang ketenagakerjaan setempat dengan dilampirkannya
bukti bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian melalui
perundingan bipartit namun tidak mencapai kesepakatan. Instansi yang telah
menerima pencatatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak diwajibkan
untuk menawarkan kepada para pihak untuk memberikan kesepakatan terkait
pemilihan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut dapat melalui mediasi,
konsiliasi, atau arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan pilihannya
terkait metode penyelesaian perselisinannya, maka instansi akan langsung
menyerahkan perselisihan tersebut kepada mediator maka secara tidak

langsung penyelesaiannya akan menggunakan metode mediasi.

Penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi juga sudah dikenal dalam
agama Islam. Dalam Islam, diajarkan bahwa para pihak yang berselisih lebih
baik untuk melakukan perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan oleh para
pihak dengan melakukan musyawarah agar mencapai mufakat sehingga
perselisinan yang terjadi menjadi terselesaikan. Dalam Islam, mediasi dapat

disamakan dengan tahkim.*

59 Mutholib Mutholib, Liky Faizal, dan H. Muhammad Zaki, “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan
Agama Pringsewu Lampung,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 1 (30
Juni 2022): 89, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4il.1544.
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Dalam tahkim terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu adanya pihak-
pihak yang berselisih, telah dilakukan kesepakatan oleh para pihak untuk
melakukan penyelesaian perselisihannya melalui tahkim, adanya hakam atau
mediator yang menjadi orang ketiga yang bersifat netral dan sebagai penengah

untuk membantuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.®

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan cara mediasi sejalan
dengan pelakasanaan tahkim dalam hukum Islam. Maka dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan mediasi sesuai dengan hukum Islam selama tidak
melanggar syara’. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan mediasi dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dimaksimalkan untuk
mencapai kesepakatan dengan damai. Karena penyelesaian perselisihan yang
dilakukan dengan damai dan memberikan win-win solution merupakan
penyelesaian yang memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi dibandingkan

dengan penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui litigasi.!

Mediasi merupakan salah satu bagian yang paling umum dan mudah
dalam usaha untuk penyelesaian perselisihan, tidak memakan banyak waktu
dan tidak memakan banyak biaya yang harus dikeluarkan.®? Mediasi dilakukan
oleh parah pihak yang berselisih dengan mediator yang bersifat netral. Dalam

melakukan tugasnya, mediator memiliki kewajiban, disebutkan dalam Pasal 9

8 Ahmed Shoim EI Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam,” Al-Mungidz : Jurnal Kajian
Keislaman 2, no. 2 (2013): 27, https://doi.org/10.52802/amk.v2i2.32.

1 Wirhanuddin Wirhanuddin, “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Makassar,” Jurnal Diskursus Islam 1, no. 2 (29 Agustus 2013): 244,
https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6626.

62 Julkipli Dan Santoso, “Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Melalui Mediasi,” 259.
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Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014,

menyebutkan bahwa mediator memiliki kewajiban, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meminta pekerja dan pengusaha yang berselisih untuk melakukan
perundingan sebelum dilakukannya proses mediasi;

2. Untuk mengundang para pihak yang berselisih;

3. Untuk mengomandoi dan mengatur proses sidang mediasi;

4. Untuk mendukung pekerja dan pengusaha yang berselisih untuk mencapai
kesepakatan agar dapat membuat perjanjian bersama;

5. Untuk menyusun anjuran yang berbentuk tertulis, apabila para pihak tidak
mencapai kesepakatan;

6. Untuk Menyusun risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

7. Untuk dapat menjaga keterangan yang telah diperoleh karena bersifat
rahasia;

8. Untuk menyusun laporan yang didapatkan dari penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal
atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang
berwenang; dan

9. Untuk menyusun hasil yang didapatkan dari penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam buku registrasi perselisihan hubungan

industrial.

Selain itu, dilanjutkan pada Pasal 9 disebutkan bahwa mediator memiliki

kewenangan sebagai berikut:
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1. Untuk membuat pekerja dan pengusaha yang berselisih untuk
memberikan keterangan secara lisan dan tertulis;

2. Untuk meminta dokumen atau surat-surat yang memiliki keterkaitan
dengan perselisihan dari para pihak;

3. Untuk mendatangkan saksi atau saksi ahli pada saat proses mediasi
apabila hal tersebut diperlukan;

4. Untuk mendapatkan dokumen atau surat-surat yang bersifat perlu dari
Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota atau lembaga terkait; dan

5. Untuk memberikan penolakan apabila ada pihak yang berselisih

menggunakan kuasa namun tidak mempunyai surat kuasa khusus.

Selain kewenangan yanag telah disebutkan di atas, mediator juga
memiliki wewenang ketika para pihak atau perwakilannnya, apabila ada
indikasi bahwa akan menghambat jalannya mediasi. disebutkan juga bahwa
mediator dapat memanggil para pihak untuk melakukan klarifikasi sebelum
proses mediasi dimulai. Proses klarifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan
keterangan para pihak serta melengkapi data para pihak dalam proses

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam melakukan mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, mediator
melakukan pra mediasi terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10
angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Nomor 17 Tahun 2014. Proses pra mediasi dimulai dari adanya pihak yang

mengajukan surat pengaduan ke disnaker.
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“Namun terkadang, surat pengaduan tersebut belum termasuk ke dalam
perselisihan, jadi masih termasuk dalam kategori normatif. Kategori
normatif ini belum masuk ke perselisihan, contohya adalah gaji yang

belum dibayar, kepesertaan BPJS, dan lain sebagainya .53

Adanya proses pra mediasi ini merupakan cara untuk memilih dan
mengelompokan apakah pengaduan tersebut sudah masuk ke perselisihan atau
belum. Setelah surat pengaduan itu diterima dan diberikan disposisi kepada
mediator, maka mediator dapat melakukan Klarifikasi. Dengan dilakukannya
Klarifikasi ini dapat menentukan apakah pengaduan tersebut masuk ke
perselisihan atau masuk ke normatif. Apabila pengaduan tersebut masuknya ke
normatif dan belum sampai menyentuh perselisihan, maka mediator
meneruskan pengaduan tersebut ke Bidang Pengawasan dan K3. Namun jika
pengaduan tersebut termasuk kedalam perselisinan, maka akan dilanjutkan

dengan mediasi.

Proses klarifikasi dapat dilakukan melalui diskusi bersama para pihak, atau

dapat juga dilakukan dari kamar ke kamar.

“Selain pertemuan kedua belah pihak dilakukan hadap hadapat. Dapat
juga melalui satu kamar satu kamar, dalam hal ini dilakukan

mengklarifikasi satu satu pihak. "

Mediator dapat menanyakan permasalahan dari sudut pandang pekerja dan

pengusaha secara terpisah ruangan. Hal tersebut dapat dilakukan agar

83 Endang Purwati, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
64 Endang Purwati, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
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mediator dapat mengukur pendapat dari pekerja dan pengusaha sehingga dapat
menemukan titik tengahnya. Hasil dari klarifikasi berbentuk risalah klarifikasi.
Jangka waktu Klarifikasi dapat berlangsung paling lama hingga satu bulan (30

hari).

Setelah tahap pra mediasi selesai, maka selanjutnya adalah tahap mediasi.
Langkah-langkah melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat dalam Pasal 13.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mempelajari permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak;

b. Mempersiapkan pemanggilan para pihak yang dibuat secara tertulis
dengan memperhatikan waktu pemanggilan secara patut sehingga
sidang mediasi dapat dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, yang
terhitung sejak penerimaan pelimpahan tugas penyelesasau
perselisiham;

c. Melakukan sidang mediasi dengan mengusahakan penyelesaian secara
musyawarah agar tercapainya mufakat;

d. Apabila para pihak tidak menjumpai kesepakatan dalam kurun waktu
maksimal 10 hari kerja sejak dimulainya mediasi, maka mediator
diharuskan untuk memberikan anjuran yang berbentuk tertulis kepada
para pihak;

e. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka mediator membantu
para pihak untuk menyusun perjanjian bersama yang berbentuk tertulis

dan ditandatangani oleh para pihak serta disaksikan oleh mediator;
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f. Menyampaikan kepada para pihak untuk melakukan pendaftaran
perjanjian bersama yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh para
pihak ke Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Pengadilan
Negeri setempat untuk memperoleh akta bukti pendaftaran;

g. Setelah itu mediator menyusun risalah klarifikasi dan risalah
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan

h. Menyusun laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial

yang dilaporkan kepada kepala dinas provinsi.

Mediasi merupakan penyelesaian perselisinan di luar pengadilan yang
dapat dijadikan alternatif penyelesaian perselisinan karena tidak memakan
banyak biaya dan waktu yang terlalu panjang. Namun dalam pelaksanaan
mediasi masih terdapat beberapa hambatan. Seperti mediator tidak bisa
memaksa para pihak untuk melakukan anjuran. Mediator bersifat pasif.
Disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa
apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran tertulis yang
diberikan oleh mediator, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat
melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial

yang berada pada Pengadilan Negeri setempat.

Hal tersebut tentunya akan merugikan para pihak. Karena dengan
melanjutkan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial akan
memakan waktu yang lebih lama, akan menguras kantong yang lebih dalam,

dan hanya akan memenangkan salah satu pihak saja.



49

Mediasi merupakan metode yang digunakan dalam penyelesaian
perselisinan di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya mediasi
diharapkan agar perselisihan hubungan industrial yang terjadi dapat
terselesaikan. Jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono
Soekanto, disebutkan bahwa tolak ukur dari efektivitas hukum dapat dinilai
berdasarkan 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana

atau fasilitas, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.®®

1. Faktor hukum

Faktor hukum dapat diartikan sebagai undang-undang atau peraturan
yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihnan hubungan industrial
melalui mediasi. Hukum dibentuk untuk mencapai keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan. Keberadaan regulasi yang jelas dan mendukung jalannya
mediasi dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial
menjadi sangat penting. Dengan adanya regulasi yang jelas mengatur
secara teknis jalannya mediasi maka dapat menjadikan mediasi berjalan
dengan baik.

Dalam pelaksanaan secara teknis jalannya penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa
Timur, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata

8 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, 8.
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Kerja Mediasi. Dalam peraturan-peraturan tersebut sudah mengatur
mengenai mediator, baik mengenai syarat untuk menjadi mediator, tugas
mediator, kewajiban mediator, kewenangan mediator, kedudukan mediator,
dan lain sebagainnya. Selain itu, dalam peraturan-peraturan tersebut juga
sudah mengatur mengenai tata kerja atau standar oprasional kerja mediasi.

Sedangkan pengaturan mengenai ketenagakerjaan sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai
hubungan industrial.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor hukum atau dalam hal ini
adalah faktor dari peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian
perselisihan hubungan industrial melalui mediasi sudah ada dan efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini adalah mediator. Mediator dikatakan
sebagai penegak hukum karena mediasi merupakan salah satu proses
penegakan hukum melalui non litigasi. Untuk menjadi mediator, terdapat

beberapa syarat dan tahapan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan
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Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014, yang

menyebutkan bahwa untuk menjadi mediator, maka diharuskan untuk

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b. Merupakan warga negara Indonesia;

c. Sudah terdaftar sebagai pegawai negeri sipil pada Disnakertrans

Provinsi Jawa Timur;

d. Memiliki tubuh yang sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan

sehat dokter;

e. Memahami dan menguasai peraturan mengenai ketenagakerjaan yang

berlaku;

f.  Memiliki wibawa, mempunyai sifat jujur, adil, dan berkelakuan baik

dan tidak tercela;
g. Minimal pendidikan pada tingkat Strata Satu (S1);
h. Telah memiliki sertifikat kompetensi; dan

I.  Telah memiliki surat keputusan pengangkatan dari Menteri.

Tabel I11.
Nama dan SK Mediator Tahun 2024
No Nama NIP | Pangkat | Struk- | Jabatan No. SK | NO. SK
/ turan | Fungsional | dari Gubernur/
Golong Menaker | Bupati/
an Walikota
1 | Anas 1966 | IV/Db == MHI Madya | 2 tahun | 821.2/292
Nasrudin | 0901 2017 2/204/201
Irianto, 1986 8
S.P, 0810
S.Sos. 04
2 | Endang 1972 | IV/Db == MHI Madya | KEP- 821.2/131
Purwati, 1225 16/MEN/ | 4/212/201
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S.Sos. 1996 1/2006 5
0320
02
3 | lrawan, 1967 | IV/ a == MHI Madya | 159 821.2/220
S.H. 0322 Tahun 0/204/201
1992 2022 7
0310
07
4 | Rudy 1969 | IV/a == MHI Madya | 159 821.2/220
Triwahyon | 0928 Tahun 0/204/201
o, S.E. 1992 2022 7
0210
01
5 | Ruly Budi | 1982 | I1l/d == MHI Muda | 331 821.2/315
Krisbando | 0430 Tahun 9/204/201
no, S.H,|2012 2015 9
M.H. 1210
01
6 | Arif 1986 | 1lI/ d == MHI Muda | 174 821.2/220
Sumanto, | 0802 Tahun 7/212/201
S.H. 0110 2015 5
1100
4
7 | Himawan | 1982 | Ill/d == MHI Muda | 332 821.2/220
Pradono, 0823 Tahun 0/212/201
S.H. 2012 2015 5
1210
01
8 | Sugeng 1982 | 11l/ d Kasi 174
Lestari, 0305 KHI Tahun
S.H, M.H. | 2011 2015
0110
08
9 | Siti Hazar, | 1969 | I1I/d == MHI Muda | 159 821.2/363
S.H. 0818 Tahun 7/204/202
2009 2022 2
1200
2
10 | Andi 1989 | I/ c == MHI Muda | 2 tahun | 821.2/292
Yusuf, 0422 2017 2/204/201
S.H. 2014 8
0310
03
11 | Diah 1984 | Ill/ c == MHI Muda | 2 tahun 821.2/292
Vidayanti, | 0820 2017 2/204/201
S.H. 2014 8
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0320
01
12 | Marietta 1996 | I/ a == MHI 159 821.2/388
Kristyarini | 0302 Pertama Tahun 4/204/202
Prabowo, | 2020 2022 2
S.I.P. 1220
24
13 | Bagus 1995 | I/ a == MHI 159 821.2/388
Tamtomo | 0323 Pertama Tahun 4/204/202
Hadi, 2020 2022 2
S.Sos. 1210
13
14 | Adinda 1996 | I/ a == MHI 159 821.2/388
Amalia 0706 Pertama Tahun 4/204/202
Khairani 2020 2022 2
Herman, 1220
S.I.P. 20
15 | Yayuk 1980 | I/ a == MHI 159 821.2/363
Wahyunin | 0126 Pertama Tahun 7/204/202
gsih, 2009 2022 2
S.Sos. 0120
04
16 | Muhamma | 1998 | Ill/ a == MHI == 821.2/266
d 0103 Pertama 1/204/202
Muhawwi | 2022 3
n Nur, Sh | 0410
01
17 | Maura Ovi | 1998 | lll/ a == MHI == 821.2/266
Yudha 1005 Pertama 1/204/202
Christilla, | 2022 3
S.H. 0420
01
18 | Novia 1999 | I/ a == MHI == 821.2/266
Kusuma 1101 Pertama 1/204/202
Sabrina, 2022 3
S.H. 0420
01

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Mediator di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur berjumlah 18 orang,

dengan satu jabatan fungsional sebagai kasi (kepala seksi). Semua

mediator yang bertugas memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1),
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telah melakukan pembinaan di pusat dan mendapatkan sertifikat
kompetensi dan sudah memiliki surat keputusan pengangkatan dari
Menteri. Semua mediator yang bertugas di Disnakertrans Provinsi Jawa

Timur sudah sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan fasilitas yang digunakan dalam rangka
mencapai penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Dalam hal ini adalah
ruang mediasi. Di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki dua
ruang mediasi. Ruangan mediasi tersebut sudah cukup nyaman dan cukup
luas serta sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga kursi yang
nyaman, yang dapat membantu mendinginkan para pihak yang berselisih

agar lebih tenang, santai, dan terbuka.
4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang dapat membantu untuk menjadikan suatu
hukum menjadi efektif adalah masyarakat. Hal tersebut berupa kesadaran
dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi suatu peraturan perundang-
undangan. Berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat maka dapat
disebutkan bahwa pada umumnya orang-orang memiliki pendapat bahwa
kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dan apabila kesadaran masyarakat terhadap

hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga rendah.%® Faktor

8 Ali, Metode Penelitian Hukum, 39.
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masyarakat yang dimaksud di sini adalah para pihak, yaitu pekerja dan

pengusaha.

“Saya masih bingung untuk mengajukan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial ini ke disnaker kota atau disnaker provinsi.”®

Dari pihak pekerja sendiri masi sedikit bingung dalam mengajukan
perselisihan untuk diselesaikan di Disnaker Kota atau Provinsi. Pengaturan
mengenai kewenangan dinas sudah ada dalam Pasal 12 Permenaker No 17
Tahun 2014. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa mediator
berkedudukan di kementrian, dinas provinsi, ataupun dinas kabupaten/
kota. Apabila ada pihak baik pekerja maupun pengusaha mengadukan
perselisihannya salah tempat, misalkan ada pekerja yang merasa haknya
tidak diberikan maka dia mengadukannya ke dinas tenaga kerja. Pekerja
tersebut berkerja di wilayah Surabaya dan perusahaannyapun di Surabaya.
Maka pekerja tersebut seharusnya mengadukannya ke Disnaker Kota
Surabaya namun pekerja tersebut mendaftarkannya ke Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur, pengaduan tersebut tetap akan diterima, namun
apabila dinas provinsi tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut
tetutama karena terkendala masalah kewenangan, maka dinas provinsi
akan mengalihkannya ke dinas kota sesuai dengan kewenangannya. Hal
tersebut akan memperpanjang proses penyelesaian karena dinas provinsi

tidak mempunyai kewenangan dan kewenangnan masih pada dinas kota.

67 pihak Pekerja, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
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5. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan berarti nilai yang terkandung di Masyarakat.
Dalam melakukan mediasi, semua keputusan berada di tangan para pihak,
mediator hanya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang bertugas
untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial dengan memberi saran dan solusi. Namun dalam praktiknya di
lapangan, masih banyak para pihak yang belum terbuka terhadap saran dan
solusi yang diberikan oleh mediator, sehingga mediasi berakhir dengan

anjuran.

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel I, disebutkan bahwa
pada tahun 2023, kasus yang selesai dengan kesepakatan sehingga
menghasilkan perjanjian bersama hanya 11 kasus, sedangkan kasus yang
selesai dengan anjuran sebanyak 49 kasus. Hal tersebut menandakan
bahwa para pihak masih teguh terhadap pendapatnya dan masih belum
terbuka dan menerima mengenai saran atau solusi yang diberikan oleh
mediator. Para pihak masih teguh dengan pendiriannya dan tidak terjadi
kesepakatan, sehingga perselisinan selesai dengan diberi anjuran. Hal
tersebut menandakan bahwa para pihak yang melakukan penyelesaian
perselisinan di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur belum bisa
mengesampingkan egonya agar terbentuk kesepakatan, sehingga lebih
banyak perselisihan yang selesai dengan diberikan anjuran daripada yang

selesai dengan kesepakatan.
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Dari kelima faktor tersebut maka dapat dilihat bahwa masih terdapat
faktor-faktor yang masih belum efektif, yaitu pada faktor masyarakat dan
faktor kebudayaan. Dalam faktor masyarakat, masih terdapat masyarakat yang
kebingungan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial itu masuk
kewenangan disnaker kota/ kabupatennya atau menjadi kewenangan disnaker
provinsi. Dan faktor kebudayaan, yang mana para pihak masih belum terbuka
terhadap saran dan solusi yang diberikan oleh mediator sehingga lebih banyak
perselisihan yang selesai dengan anjuran daripada perselisihan selesai dengan
kesepakatan sehingga menghasilkan perjanjian bersama. Sedangkan untuk
faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas sudah

berjalan efektif.

Selain menggunakan indikasi dari teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto, penulis juga menggunakan indikasi lain untuk mengukur efektivitas
mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan menggunakan
asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas
tersebut terdapat dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam suatu penyelesaian perselisihan, asas peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan akan sangat menguntungkan bagi para
pihak. Dalam pelaksanaan mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur,
sudah dilakukan dengan sederhana. Para pihak bisa langsung mengajukan

surat pengaduan ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, setelah itu para pihak
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dapat menunggu untuk mendapatkan panggilan klarifikasi sehingga dapat

melanjutkan proses mediasi hingga selesai.

Dalam pelaksanaan mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, sudah
dilakukan dengan cepat, karena pada dasarnya diatur pada Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa proses mediasi diselesaikan maksimal
30 hari. Dan ada tambahan proses Klarifikasi. Bila dibandingkan dengan
penyelesaian perselisinan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan

Industrial, penyelesaian melalui mediasi akan jauh lebih cepat selesai.

Dalam pelaksanaan mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, sudah
dilakukan dengan biaya ringan. Para pihak yang melakukan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur tidak

dipungut biaya apapun.

Bila dilihat dari indikator asas peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat dan biaya ringan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan asas tersebut dan
dapat dikatakan sudah efektif bila diukur dengan asas peradilan dilakukan

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
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B. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi dalam Proses
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Dalam melakukan mediasi mediator harus bersikap netral kepada kedua
belah pihak. Tugas mediator adalah untuk membantu mendamaikan para pihak
dan bermusyawarah untuk mendapatkan solusi yang bersifat win-win solution.
Dalam melakukan tugasnya, tentunya mediator menjumpai faktor yang dapat
mendukung jalannya mediasi dan juga faktor yang dapat menghambat

jalannya mediasi.

Faktor pendukung yang dapat mempermudah proses jalannya mediasi

adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang kooperatif

Para pihak yang koopratif dapat dilihat apabila para pihaknya
datang secara langsung dalam proses mediasi atau apabila diwakilkan,
para pihak akan menjawab dengan cepat. Dari pihak pekerjanya datang
secara langsung tanpa menggunakan perwakilan dan pihak pengusaha

datang secara langsung tanpa menggunakan perwakilan.

“Mediasi akan berjalan mulus apabila para pihak yang datang

adalah pihaknya itu sendiri. Misalnya pekerja ya yang datang
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pekerjanya, dan pengusaha yang datang pengusahanya, tanpa

menggunakan perwakilan. ®®

Dengan datangnya para pihak secara langsung maka akan membuat
mediasi berjalan lancar dan lebih cepat. Karena pada akhirnya, seluruh
keputusan akhir berada di tangan pengusaha dan pekerja itu sendiri.
Hal tersebut akan mempermudah jalannya mediasi sehingga proses
mediasi tidak membuang-buang waktu yang panjang dan mediasipun

berjalan lebih efektif.
2. Para pihak dapat mengatur egonya dan lebih terbuka

Dalam sebuah perselisihan para pihak akan berapi-api untuk
mempertahankan pendapatnya. Mereka merasa bahwa pendapatnya

yang paling benar.

“Karena para pihak yang datang adalah orang yang sedang
memiliki masalah, maka para pihak akan berapi-api untuk
mempertahankan pendapatnya, namun apabila para pihak dapat
mengatur egonya, maka para pihak akan lebih tenang dan lebih

terbuka dalam menerima saran.”®®

Karena mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan, maka
para pihak harus lebih tenang dan berkepala dingin. Apabila para pihak
sudah tenang dan berkepala dingin, maka para pihak akan lebih

terbuka terhadap saran dan solusi yang diberikan mediator mengenai

8 M. Nur Muhawwin, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
9 M. Nur Muhawwin, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
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penyelesaian perselisihannya. Dengan mengesampingkang sedikit
egonya baik pekerja maupun pengusaha, maka akan membuat

berjalannya proses mediasi menjadi lebih cepat dan efektif.

3. Mediator dapat menempatkan diri pada posisi netral

Berada di tengah diantara para pihak dengan tensi tinggi, sebagai
mediator harus dapat mengatur emosi dan jangan sampai terbawa ke dalam
tensi tinggi, karena mediator harus berwibawa sehingga para pihak dapat

mempercayainya.

“Salah satu hal terpenting dalam penyelesaian perselisihan melalui
mediasi adalah mediator dapat menjaga integritas, yaitu menjadi
pihak ketiga yang netral, agar para pihak dapat menaruh kepercayaan

terhadap kita.”’"°

Dengan bersifat netral membuat para pihak menaruh kepercayaan
kepada mediator, dan hal tersebut sangat baik untuk keberlangsungan
mediasi agar mediasi berjalan lancar dan dapat mencapai kesepakatan

bersama.

“Pelaksanaan mediasi sudah cukup bagus, dan mediator sudah dapat
menempatkan posisi diri sebagai pihak yang netral. "™
Karena pada dasarnya para pihak yang mengalami perselisihan

hubungan industrial ini mencari alternatif penyelesaian yaitu dengan

masuknya pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu

0 M. Nur Muhawwin, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
1 perwakilan Pihak Pengusaha, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
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pihak, diharapkan dapat memberikan saran atau solusi kepada para pihak
yang berselisih. Mediator di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sudah
menempatkan diri di posisi netral dalam pelaksanaan mediasi hubungan

industrial.

Faktor pendukung merupakan faktor yang akan mempermudah para pihak
yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Namun dalam berjalannya proses
mediasi terdapat juga faktor-faktor yang menghambat jalannya mediasi. Faktor-

faktor yang menghambat jalannya mediasi adalah sebagai berikut:
1. Tingginya ego kedua belah pihak yang teguh terhadap pendapatnya

Mediator tidak dapat mengontrol ego kedua belah pihak yang masih
teguh terhadap pendapat dan keinginannya. Karena para pihak mempunyai
kepentingan masing-masing. Hal tersebut akan menjadi hambatan dalam
proses mediasi, karena yang dicari dalam mediasi adalah kesepakatan yang

bersifat win-win solution.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudianto
Silalahi, yang menyebutkan bahwa sikap egois yang masih ada ketika
berlangsungnya mediasi dapak berdampak pada mediasi itu sendiri.
Apabila para pihak masih muncul sikap egoisnya, maka jalannya mediasi

akan berlangsung tegang dan berbelit-belit.”

2 Rudianto Silalahi, “Peranan Mediator Ketenagakerjaan Dalam Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Berdasarkan Undang Undang
Nomor 2  Tahun 2004:,” To-Ra 6, No. 2 (28 Agustus 2020): 133,
Https://D0i.0rg/10.33541/Jtvol5iss2ppl02.
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Apabila para pihak masih belum terbuka mengenai saran dan solusi
yang ditawarkan mediator, maka proses mediasi masih akan berjalan pelik

dan panjang.

Solusi yang diberikan oleh penulis adalah dengan lebih memanfaatkan
waktu mediasi selama sebulan dan memanfaatkan fase klarifikasi dengan
cara mengobrol dari hati ke hati, tanyakan keluhan dan permasalahannya

apa, kemudian berikan saran dan solusi yang bersifat win-win solution.

2. Dalam melakukan mediasi, para pihak yang datang adalah perwakilan
“Hambatan terbesar dari pihak pengusaha yang datang itu
perwakilan. Karena hal tersebut akan memperpanjang proses mediasi,
karena pada akhirnya perwakilan tersebut tetap menunggu

persetujuan owner (pengusaha). "

Hambatan terbesar mediator dalam melakukan mediasi adalah mediasi
dilakukan tetapi para pihaknya menggunakan perwakilan. Perwakilan yang
dimaksud adalah bagi pengusaha diwakilkan oleh HRD atau kuasa
hukumnya, dan bagi pekerja diwakilkan oleh serikat pekerja. Hal tersebut
akan memperpanjang proses mediasi. Karena pada akhirnya mereka harus

menunggu persetujuan dari para pihak yang berselisih secara langsung.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa
dan Rostansar, yang menyebutkan bahwa sulitnya mendatangkan para

pihak, terutama pengusaha dalam proses mediasi merupakan dalah satu

8 M. Nur Muhawwin, wawancara, (Surabaya, 9 Januari 2024)
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hambatan terbesar dari proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. Karena pengusaha beralasan mempunyai kesibukan lain

sehingga diwakilkan olen HRD."

Dengan diwakilkannya para pihak baik dari pengusaha melalui HRD
ataupun pekerja melalui serikat pekerja, tentunya akan memperpanjang
proses mediasi, karena pada akhirnya perwakilan tersebut harus
melaporkan kepada pihak terkait dan menunggu jawaban. Hal tersebut

akan memperpanjang jalannya mediasi.

Solusi yang diberikan penulis adalah dengan memberikan pemahaman
terhadap para pihak, bahwa apabila ingin proses mediasinya berjalan cepat
dan lebih efektif maka lebih baik apabila para pihaknya yang datang
sendiri tanpa melibatkan perantara, karena pada akhirnya keputusan akhir
tetap berada di para pihak. Dengan para pihak datang secara langsung
tanpa melibatkan pihak perantara, maka mediasi akan berjalan cepat dan

efisien.

3. Para pihak atau salah satu pihak tidak menginginkan mediasi dari awal
Para pihak atau salah satu pihak yang melakukan mediasi karena terpaksa,
biasanya didasari oleh alasan bahwa salah satu pihak yang ingin langsung
diselesaikan dengan dapat diberikan keputusan secara langsung. Maka pihak

tersebut melakukan mediasi dengan setengah hati dan menghiraukan proses

™ Dewi Wahyuni Mustafa Dan Rostansar, “Efektivitas Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan
Perselisihan Hubungan Industrial,” Legal Journal Of Law 1, No. 2 (15 November 2022): 39.
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klarifikasi, tanya jawab, dan lainnya karena tujuan utamanya adalah agar
langsung diberikan putusan atau anjuran oleh mediator.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khikmatul
Fikriyah, yang menyebutkan bahwa biasanya apabila salah satu pihak yang
sudah tidak menginginkan dilakukannya mediasi dari awal, pihak tersebut
tidak menjawab panggilan mediator untuk menghadiri mediasi karena pihak
tersebut ingin langsung pada dibuatkannya anjuran oleh mediator.”

Dengan salah satu pihak yang menyepelekan proses mediasi atau bahkan
tidak mau hadir, tentunya akan menghambat proses mediasi terutama untuk
mencapai  kesepakatan bersama, karena salah satu pihak tersebut
menginginkan untuk langsung dibuatkan anjuran saja.

Solusi yang diberikan oleh penulis adalah untuk para pihak dapat
membuka hati dan beritikad baik dalam melakukan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Dengan dilakukannya Klarifikasi dan tanya jawab
mengenai permasalahannya akan memudahkan mediator untuk menemukan
titik temu dan memberikan saran atau solusi yang bersifat win-win solution.
Dan untuk para pihak akan merasa lebih baik, karena dengan menceritakan
permasalahannya dapat mengurangi beban di hati dan dapat lebih terbuka

terhadap saran atau solusi yang diberikan oleh mediator.

> Khikmatul Fikriyah, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di
Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik),” Jurnal Inovasi
Penelitian 1, no. 8 (2021): 1606, https://doi.org/10.47492/jip.v1i8.282.
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PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur merupakan instransi yang bertanggung
jawab terhadap ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Jawa Timur.
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur di dalamnya terdapat beberapa bidang,
salah satunya adalah bidang Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial yang salah satu tugasnya adalah melakukan penyelesaian
perselisinan hubungan industrial melalui mediasi. Efektivitas mediasi di
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur apabila dilihat berdasarkan teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih belum efektif, yaitu pada
faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sedangkan pada faktor hukum,
faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan fasilitas sudah berjalan
efektif. Bila dilihat dari indikator asas peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan, mediasi di Disnakertrans Provinsi Jawa
Timur sudah berjalan efektif.

2. Faktor pendukung merupakan faktor yang akan mempermudah para pihak
yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Faktor pendukung yang
dapat mempermudah proses mediasi adalah para pihak yang kooperatif,
para pihak dapat mengatur egonya dan lebih terbuka, dan mediator dapat
menempatkan diri pada posisi netral. Selain faktor pendukung, dalam
berjalannya mediasi terdapat juga faktor penghambat. Faktor yang

menghambat jalannya mediasi adalah karena tingginya ego kedua belah
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pihak yang teguh terhadap pendapatnya, dalam melakukan mediasi, para
pihak yang datang adalah perwakilan, dan para pihak atau salah satu pihak
tidak menginginkan mediasi dari awal.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran dari pihak pekerja dan pengusaha bahwa pada
hakekatnya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan menjadikan
pekerja sebagai asset perusahaan maka perusahaan akan lebih menghargai
pekerja. Begitu juga dengan pekerja yang dapat menghargai pengusaha,
karena pada dasarnya lebih banyak pekerja dibandingkan dengan
pengusaha. Maka sikap saling menghargai adalah kuncinya. Dengan
adanya rasa saling menghargai akan mengurangi gesekan yang akan
menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

2. Perlunya sosialisasi yang lebih rutin dilakukan oleh dinas akan sangat
membantu pekerja maupun pengusaha dalam hal pencegahan perselisihan
hubungan industrial. Sehingga perselisihan hubungan industrial dapat
sedikit ditekan kemunculannya. Selain mencegah terjadinya perselisihan
hubungan industrial yang semakin banyak, dengan sosialisasi yang lebih
rutin mengenai alur dan tata cara bermediasi di disnaker dalam rangka
penyelesaian perselisinan hubungan industrial akan sangat membantu

terutama pihak pekerja dalam melakukan pengaduan.
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